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KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR: 89  /KEP/INSPT/2010
TENTANG
MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
. TAHUN 2010
BUPATI OGAN ILIR,
Menimbang : a. bahwa Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: ~ 218/KEP./INSPT/2009 tentang
Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2009 tidak sesuai lagi dengan
perkembangan era pembangunan dan Perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa untuk kelancaran penyelesaian Kerugian Negara / Dacrah agar berjalan
lehib efektif dan cfisien dipandang perlu membeniuk susunan Majelis
Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah
Kabupaten Ogan Il tahun 2010;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sbagaimana pada huruf a dan b perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Ilir;
Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara 3841); sebagaimana telah diubah dengan Undang — undang
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang — undang Nomor §
Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik
Indanesia fahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890);

2. Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Kemering Uty Selatan dan
Kabupaten Ogan Il di Provinsi Sumatera Selatan ( lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negar
Nomor 4347 );

3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang- Undangan ( Lembaran Negara Republik indoncsia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389 );

4. Undang - Undang Nomor [5 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan_Pengefolaan

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Nogara Republik
Indonesia. Tabun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4400 )
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( Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah beberapa ki
terakhir dengan Undang ~undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua atas Undang -undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daeah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
‘Tambahan Lembaran Negara tahun 2008 Nomor 4844 );

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia_Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438 )

7. Peraturan Pemerintah  Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tala Cara
Penghapusan Piutang Negara / Daerah (embaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2005 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4488 )
scbagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemeriniah Nomor33 Tahun 2006
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2004 tentang
tata cara penghapusan Piutang Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 4652); :

8. Perauran Pemerintah Nomor S8 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578 );

9. Peraturan Pemerintah Nomor 338 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahuantara Pemerintzh, Pemerintahan Dacrah Provinsi dan Pemerintah
Dacrah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambabian Lembaran Negara Nomor 4737);

10. Peraturan  Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara
terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 147 );

IL Peraturan  Menteri Dalam  Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang
Tuniutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 29 tahun 2002 tentang Pedoman
Penyusunan ~ Pertanggungiawaban dan Pengawasun  Keuangan Dacrah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan lir Nomor 20 Tabun 2007 tentang Urusan
Pemerintah Kabupaten Ogan llir ( Lembaran Dacrah Kabupaten Ogan Tlir
Tahun 2007 Nomor 20 Seri E
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KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG MAJELIS
PERTIMBANGAN TUNTUTAN _PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN ILIR TAHUN 2010,

Mencabut Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: 218/Kep/Inspt/2009
tentang Pembentukan Mejelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Ogan lir Tahun 2009

Membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2010 sebagaimana pada lampiran
Keputusan ini

‘Tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua adalah

memberikan pertimbangan (saran dan pendapat) kepada Bupati Ogan Ilir
sctiap kali_ada masalah berhubungan dengan Tuntutan Pemerintah dan
Tuntutan Ganti Rugi atas kerugian atau hilang harta kekayaan milik
Pemerintah Kabupaten Ogan Iir.

Majelis sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dalam hal melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada
Bupati

Msiclis scbagaimana dimaksud
lain

iktum Kedua mempunyai fungsi antara

Penginventarisir Kasus Kerugian Negara / Daerah yang diterima;

Penghitung jumlah Kerugian Dacrah Negara / Dacrah;

Pengumpul dan pengverifikasi bukti-bukti pendukung bahwa Bendahara
dan atau Pejabat Pengelola Keuangan dan atau Pengguna Anggaran telah
melakukan " perbuatan melawan hukum  baik  sengaja maupun lalai
sehingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara / Daerah;

Penginventarisasian harta kekayaan milik Bendahara dan atay Pejabat
Pengelola Keuangan dan atau Pengguna Anggaran yang dapat dijadikan
sebagai jaminan penyelesaian kerugian Negara / Dacrah;

Penyelesai Kerugian Negara melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab,
Mutlak (SKTIM):

Pember! pertimbangan kepada Bupati Ogan Ilir tentang Kerugian Negara /
Dacrah scbagai bahan  pengambilan Keputusan dalam - menelapkan
‘pembebanan sementara;

- Penatausahaan penyelcsaian Kerugian Negara / Daerah;

Kepada Majelis scbagaimana dimaksud Diktum Kedua ~diberikan
Honorarium yang besamya sebagaimana pada Lampiran 11 ( dua )
Keputusan ini.
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KEPUTUSAN BUPATI OGAN ILIR TENTANG MAJELIS
PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI PEMERINTAH KABUPATEN
OGAN ILIR TAHUN 2010,

Mencabut Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor: ~218/Kep/Inspt2009
tentang Pembentukan Mejelis Pertimbangan Tuntutan ~ Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Ogan llir Tahun 2009

Membentuk Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan
Ganti Rugi Kabupaten Ogan llir Tahun 2010 sebagaimana pada lampiran
Keputusan ini.

Tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud Dikium Kedua adalah
‘memberikan pertimbangan (saran dan pendapat) kepada Bupati Ogan Ilir
setiap kali ada masalah berhubungan dengan Tuntutan Pemeriniah dan
Tuntutan Ganti Rugi atas Kerugian atau hilang harta kekayaan milik
Pemerintah Kabupaten Ogan Ilr.

Majelis sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dalam hal melaksanakan
tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada
Bupati,

Majelis sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai fungsi antara
lain

Penginventarisir Kasus Kerugian Negara / Daereh yang diterima;

Penghitung jumlah Kerugian Dacrah Negara / Daerah;

Pengumpul dan pengverifikasi bukii-buki pendukung bahwa Bendahara
dan atau Pejabat Pengelola Keuangan dan atau Pengguna Anggaran telah
melakukan  perbuatan melawan hukum  baik  sengaja maupun lalai
schingga mengakibatkan terjadinya Kerugian Negara / Dacrah;

Penginventarisasian harta kekayaan milik Bendahara dan atau Pejabat
Pengelola Keuangan dan atau Pengguna Anggaran yang dapat dijadikan
sebagai jaminan penyelesaian kerugian Negara / Dacrah;

- Penyelesai Kerugian Negara melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab
Mutlak (SKTIM);

Pemberi pertimbangan kepada Bupati Ogan Tlir tentang Kerugian Negara
Dacrah sebagai bahan ~pengambilan Keputusan ~dalam ~menetapkan
pembebanan sementara;

- Penatausahaan penyelesaian Kerugian Negara / Dacrah;

Kepada Majelis sebagaimana dimaksud Diktum Kedua diberikan
Honorarium yang besarnya sebagaimana pada Lampiran 11 ( dua )
Keputusan ini.
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KESEMBILAN :

. Apabila dipandang perlu Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan

dan Tuntutan Ganti Rugi Kabupaten Ogan llir dapat dibantu ~oleh Tim
Ad hoc.

© Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan

pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Dacrah Kabupaten Ogan Ilir Tahun
Anggaran 2010 (Inspektorat Kab. Ogan Ilir).

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
bahwa, apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki scbagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
‘pada tanggal 5 Feorvar2010

ABUPATI OGAN ILIR,

MAW,
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SAN BUPATI OGAN ILIR

NOMOR 8 /KEP/INSP12010

TANGGAL  : % FEBRUARI 2010

TENTANG  : MAJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN PERBENDAHARRAAN  DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR

TAHUN 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELLS

11 KETUA
- WAKIL KETUA |
- WAKILKETUA Tt
- WAKILKETUA IIF

1L SEKRETARIS
1L ANGGOTA

IV. SEKRETARIAT

Sekretaris Dacrah Kabupaten Ogan llr

Inspektur Kabupaten Ogan lir

Asisten Bidang Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan [l

Asisten Bidang Eonomi dan Pembangunan Setda Kabupaten

Ogan lir

Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Ogan It

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten
Ogan I

2. Kepala Hagian Perlengkapan Setda Kabupaten Ogan Il

3. Kepala Bogian Hukum dan Perundang-Undangan Setda
Kabupaten Ogan llir

4. Kepala Bagian Tta Pemerintahan Setda Kabupaten Ogan lir

5. tnspektur wilayah 1, 11, 1L, 1V Inspektorat Kabupaten
Ogan llir

6. Kasubbag Perbendaharaan Bagian Kewangan Seida
Kabupaten Ogan lir

Drs. H. Maulana Jamil, MM
Drs. Rustam Effendi

Drs. Abu Laban

FHM Ambarit, SF

2
3
4
5

Ferly Kumiawan, A Md

ABOPATI OGAN ILIR,

WAHDL vAHYA
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TANGGAL  + 25 FEBRUARI 2010

TENTANG : MAJELIS  PERTIMBANGAN ~ TUNTUTAN  PERBENDAHARAAN
TUNTUTAN GANTI RUGI PEMERINTAH  KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2010

DAFTAR HONORARIUM MAJELIS
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BUPATI OGAN ILIR.

WARDI YAHYA




